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ABSTRAK 

A.ASDAR, 2024, Peran Panwacam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng 

Kabupaten Bone. Di bimbing oleh bapak Dr.Andi Luhur Prianto, S.Ip,.M.Si dan Bapak 

Bapak Muhammad Yusuf S.Sos,.M.Si 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 Di 

Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone, metode penelitian yang di gunakan merupakan 

metode kulitatif dengan tipe deskriptif kinerja. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi, dan peneliti 

menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari pengurangan data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan, sedangkan pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara langsung dengan informan dan dokumentasi sejumlah informasi dengan 

mengacu pada peran panwascam dalam pemilu dengan menjawab rumusan masalah yang 

terdiri dari peran panwascam dalam pemilu 2024, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terkendalanya peran panwascam dalam pemilu 2024. 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kinerja panwascam dalam proses pemilihan tahun 

2024 di kecamatan Patimpeng dikatakan kurang baik karena kurangnya dana yang 

mewadai untuk menindak lanjuti penyelengaraan pemilu sehingga menghambat proses 

pemilihan di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. 

Kata Kunci: Peran Panwascam dalam pemilu 
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ABSTRACT 

A.ASDAR, 2024, Peran Panwacam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng 

Kabupaten Bone. Di bimbing oleh bapak Dr.Andi Luhur Prianto, S.Ip,.M.Si dan Bapak 

Bapak Muhammad Yusuf S.Sos,.M.Si 

This research aims to investigate the role of the Sub-District Election Supervisory 

Committee (Panwascam) in the 2024 elections in Patimpeng Sub-District, Bone 

Regency. The research methodology employed is qualitative with a descriptive 

performance type. Data collection techniques include interviews, documentation, and 

observation. Data analysis consists of data reduction, data presentation, and drawing 

conclusions. Data validation utilizes source triangulation, technique triangulation, and 

time triangulation. The study involves direct interviews with informants and 

documentation of relevant information regarding the role of Panwascam in the 2024 

elections, addressing the research problem on the roles of Panwascam in the 2024 

elections and the factors influencing their effectiveness. 

The findings reveal that the performance of Panwascam in the 2024 election process in 

Patimpeng Sub-District is considered inadequate due to insufficient funding, which 

hindered the election process in Patimpeng Sub-District, Bone Regency. 

Keywords: Role of Panwascam in elections 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di Indonesia, salah satu bentuk demokrasi diterapkan dengan cara 

pelaksanaan pemilihan umum, atau biasa disebut pemilu. Pemilihan umum 

(pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara 

demokrasi pemilu juga membantu mengubah keinginan masyarakat untuk 

melaksanakan tugas pada lembaga negara. Oleh karena itu, pejabat publik yang 

terpilih harus bekerja untuk memenuhi amanat rakyat. Masalah ini dapat melalui 

proses seleksi secara jujur dan adil. 

Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan 

umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat 

pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan 

sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena 

berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu 

saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat 

terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU 

sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga 

merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan 

Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) 

yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan 

pelanggaran yang cermat dan akuntabel. Panwas (Panitia Pengawas) adalah 
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sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi 

penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan 

Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan 

Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI).  

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjelaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan 

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 

1945 (Holik, 2023). 

Berbagai upaya telah dilakukan panwascam untuk melakukan pengawasan 

mengorganisir partai demokrat ibarat merayu penonton pentingnya pemilu yang 

adil dan jujur. Harapan kita tentu bukan hanya pada mereka yang melakukan hal 

tersebut langsung dengan partai demokrasi, yakni politis dan pemilu tapi para 

penyelenggara pemilu dan unsur eksternal lainnya dalam sistem penyelenggaraan 

pemilu pemerintah, serta lembaga pendidikan demokratis seperti lembaga 

penelitian pemilu dan pihak lain mungkin berkolaborasi, secara proaktif 

menawarkan bantuan implementasi atau untuk pilihan yang lebih berharga, 

berkualitas dan produktif kade-kader terbaik kaum nasionalis yang pada 

gilirannya menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Hal ini bisa dilakukan secara 
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bertahap sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diadakan di 

Panwascam bertugas melakukan pengawasan di wilayah terhadap 

penyelenggaraan pemilu perlemen tahun 2024 akan dilaksnakan pada bulan 2024 

(Mallarangeng, 2023). 

Pemilu sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam 

pemerintahan dan oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. 

Maka, pemilu merupakan suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat 

tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung 

merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan 

pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Selain itu pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa 

berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (D. Haryati, 2012) 

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. 

Bawaslu akan berusaha menciptakan kegiatan pemilu yang berlangsung dalam 

keadaan aman, tentram, dan sesuai aturan. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, 

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 

Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atau Panitia 

Pengawas Pemilu Kelurahan/desa dan Pengawas TPS. Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 
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saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus 

sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang  

tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi 

strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa 

(Sumardi, 2022). 

Pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu merupakan suatu sarana 

yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan pemimpin ataupun wakil 

rakyat dalam anggota dewan perwakilan. Pemilu dilakukan untuk memilih 

presiden dan wakil presiden, pemimpin daerah, dewan perwakilan rakyat, dan 

dewan perwakilan daerah (Pangestu, 2022). 

Pemimpin ataupun perwakilan rakyat yang menduduki jabatannya dipilih 

oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, 

dan adil (Rikardo, 20207). Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan 

bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar- 

benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan 

pemerintahan nantinya (Ilhamsyah, 2019). 

Tujuan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu 

adalah upaya mewujudkan pemilu yang demokratis. Amanat rakyat yang 

menginginkan pelaksanaan pemilu berjalan bersih tanpa money politic, damai 

tanpa konflik dan adil tanpa kecurangan menjadi tanggung   jawab dari peran 

Badan Pengawas Pemilu. Pelanggaran pemilu menjadi tugas penting bagi 

Badan Pengawas Pemilu karena pelanggaran tersebut dapat mencederai esensi 
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penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengembangan kapasitas Badan 

Pengawas Pemilu penting dilakukan karena sebagai lembaga pengawasan pemilu, 

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemilu 

(Umma,2017). 

Badan Pengawas Pemilu ada di tingkat Pusat yang disebut BAWASLU 

RI, berada ditingkat Provinsi di sebut BAWASLU Provinsi yang berada ditingkat 

Kota/Kabupaten BAWASLU Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan disebut 

PANWASLU Kecamatan dan di tingkat Kelurahan/Desa di sebut PANWASLU 

Kelurahan. Tentunya semua mempunyai kewenangan yang berbeda sesuai 

tingkatannya. Dari hal diatas peneliti tertarik untuk menulis tentang kewenangan 

PANWASLU Kecamatan yang merupakan badan ad hoc terkait lebih khususnya 

mengenai peranan Panwaslu Kecamatan terhadap pelanggaran dalam Pemilu dan 

hubungan Panwaslu Kecamatan dengan Panwaslu Kota/Kabupaten dalam 

penyelenggaraan Pemilu (Susilowati, 2019). 

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi 

kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. 

Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu- 

satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan 

(chaos) dan kudeta. Melalui pemilu rakyat dapat menentukan sikap politiknya 

untuk tetap percaya pada pemerintah lama, atau menggantikannya dengan yang 

baru. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana penting dalam mempromosikan 

dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Melalui pemilu diharapkan 
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proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan baru yang 

sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih 

(Jurdi, 2018). 

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Peran Panwascam Dalam pemiliu 2024 di Kecamatan 

Patimpeng, Kabupaten Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini ialah bagaimana peran panwascam dalam pemilihan umum pada 

tahun 2024 dan faktor-faktor yang mengtahui terkendalanya peran panwascam 

dalam pemilihan umum pada tahun 2024 di Kecamatan Patmpeng, Kabupaten 

Bone? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui pera n panwascam 

dalam pemilihan umum pada tahun 2024 dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

terkendalanya peran Panwascam dalam pemilihan umum 2024 di Kecamatan 

Patimpeng, Kabupaten Bone. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat terhadap kepentingan Akademik 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi 

mahasiswa dan akademik yang ingin mendalami apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi terkendalanya Peran panwascam dalam pemilu. 
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2. Manfaat terhadap kepentingan Praktis 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi bagi pemerintahan dalam pelaksanaan pembangun di daerah. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung 

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

No. Nama Peneliti, Tahun, Judul, 

Nama Publisher 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

1 (Mangundup,2014), Peran 

Panwascam Terhadap 

Penyelenggaraan Pemilu 

Legislatif Tahun 2014 di 

Kecamatan Sario 

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Peran Panwaslu 

Kota Manado 

khususnya 

panwas 

kecamatan Sario 

dalam 

pelaksanaan 

pemilu legeslatif 

Kota Manado 

Tahun 2014 

belum berjalan 

dengan baik. 

Dalam 

pemutakhiran 

data ditemukan 

Perbedaan dari 

penelitian saya 

dengan 

penelitian 

tersebut ialah 

penempatan 

lokasi yang 

dimana tempat 

penelitian saya 

berlokasikan di 

Kecamatan 

Patimpeng 

Kabupaten 

Bone sedangkan 

penelitian 
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bahwa kegiatan 

yang dilakukan 

oleh panwaslu 

diupayakan 

optimal mulai 

dari awal pemilu 

hingga pemilu 

berakhir. 

tersebut berada 

pada Kabupaten 

Sario. 

2. (Mallarangeng, 2023), Peran 

Panitian Pengawasan Pemilu 

Kecamatan (Panwascam) 

Terhadap Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum di 

Kecamatan Pammana 

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Peran dan fungsi 

Panwaslu 

Pammana 

Kabupaten Wajo 

dalam 

menjalankan 

pengawasan pada 

tahapan 

penyelenggaraan 

pemilu yakni 

peran aktif dan 

keterlibatan 

langsung 

panwascam 

dalam setiap 

penyelenggaraan 

Penelitian ini 

menggunakan 3 

teknik 

pengumpulan 

data yaitu 

triangulasi 

teknik, waktu 

dan penarikan 

kesimpulan 

sedangkan 

penelitian 

tersebut tidak 

menggunakan 

teknik tersebut 
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Pemilu. Selain 

dengan adanya 

peran aktif 

panwas juga 

memiliki peran 

partisipatif di 

mana dalam 

menjalankan 

perannya panwas 

merangkul 

berbagai pihak 

dan lembaga 

maupun dinas 

terkait. 

3. (Roissyyah, 2019), Kinerja 

Badan Pengawas Pemilihan 

Umum ( Studi Kasus Pada 

Panwascam Sukun Kota 

Malang  

Penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Sasaran strategis 

Bawaslu yang 

akan dicapai pada 

periode 2015- 

2019 adalah 

“terwujudnya 

pengawasan 

pemilu berupa 

pencegahan dan 

penindakan 

Perbedaan dari 

penelitian saya 

dengan 

penelitian 

tersebut ialah 

penempatan 

lokasi yang 

dimana tempat 

penelitian saya 

berlokasikan di 
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pelanggaran, 

serta 

penyelesaian 

sengketa yang 

berkualitas dan 

berintegritas”. Di 

Bawaslu 

Panwascam 

Sukun selogan 

ini sudah berjalan 

dengan baik, 

namun ada 

beberapa kendala 

yang membuat 

kinerja 

didalamnya tidak 

berjalan sesuai 

dengan harapan. 

Kecamatan 

Patimpeng 

Kabupaten 

Bone sedangkan 

penelitian 

tersebut berada 

pada Kota 

Malang. 

Sumber: Hasil olah Peneliti 

B. Konsep dan Teori  

1. Konsep Pengawasan Pemilihan Umum  

Pengawasan pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, adalah 

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang 

terbentuknya dilatar belakangi oleh ketidak percayaan terhadap pemilu yang 
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dianggap telah disetting oleh kekuatan rezim penguasan. Kemudian pada 

Pemilu tahun 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilih 

lebih banyak lagi, sehingga pemerintah dan DPR yang ketika itu didominasi 

oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merespon hal ini 

dengan gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pemilu berikutnya. Pemerintah juga mengenalkan 

adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu sebagai 

pendamping Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Fungsi dalam Sistem 

Pemilihan Umum di Indonesia Panwas Pemilu mempunyai peranan yang 

penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu 

karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas 

Pemilu. (Solihah, 2018).  

Pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi 

terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan 

rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap 

suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu 

kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. (Musfialdy, 2012). 

UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan UU terbarutentang Pemilu. 

Perjalanan dan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks 

pelaksanaan dan kelembagaan pengawasan Pemilu memperlihatkan 

perubahan posisi Lembaga pengawasan Pemilu yang semakin diperkuat baik 
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dari sisi kelembagaan maupun dari tugas dan wewenang. Namun, 

kecenderungan pelanggaran Pemilu hampir terus naik dari Pemilu ke Pemilu 

berikutnya. Ini menyebabkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat 

dihadapkan pada problem sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga 

pengawas Pemilu untuk menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga 

kedaulatan rakyat melalui proses Pemilu dapat terlaksana.  

Menurut Peraturan pemilu No. 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan 

tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi 

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu adalah 

kegiatan Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya proses 

pemungutan suara dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tahapan 

pemungutan dan penghitungan suara yang berkualitas, tepat prosedur, dan 

berkeadilan, perlu untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan 

suara berjalan transparan dan disaksikan oleh pihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam pelaksanaan 

tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Basarang pada 

Pemilihan Umum Legislatif 2014 dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan 

dan penghitungan suara hasil pemilu dapat dinilai sudah sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Panwascam mampu menjalin hubungan kerja sama yang 

baik dengan mitra mitranya yang ada di lapangan seperti PPL PPS dan KPPS. 

Meskipun terdapat beberapa laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada 

saat pemungutan suara berlangsung, namun Panwascam yang dibantu oleh 
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PPL dapat meyelesaikan laporan tersebut. 

 Menurut Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan 

tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam mengawasi proses 

rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS adalah kegiatan dari 

Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan 

oleh PPK dari seluruh TPS yang dilaksanakan secara jujur, adil dan demokratis 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

penulis lakukan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan Basarang pada Pemilu Legislatif 2014 dalam mengawasi proses 

rekapitulasi suara yang dinilai sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini 

didasarkan atas pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan dalam 

mengawasi proses pemungutan suara sudah berjalan dengan baik. Pengawasan 

Panwaslu Kecamatan dalam proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara 

langsung pada 2 (dua) tahapan. tahapan yang pertama rekapitulasi suara hasil pemilu 

yang dilakukan pada tingkat Kelurahan. Selain pada tingkat Kecamantan, Panwaslu 

Kecamatan juga bertugas mengawasi proses rekapitulasi di Kelurahan. Dalam 

prosesnya Panwascam dibantu oleh PPL dan PPS yang ada pada setiap Kelurahan. 

Tahapan yang kedua yaitu proses rekapitulasi yang dilakukan pada tingkat 

Kecamatan. Pada proses rekapitulasi suara tahap kedua ini, Panwaslu bekerja sama 

dengan pihak Kecamatan Basarang dan juga mitranya yang ada disana yaitu PPK 

(Panitia Pemilihan Kecamatan). (Sentosa,2019) 

 

Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 

Basarang dalam pemilu legislatif 2014 adalah:  
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a) Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang;  

b) Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas  

pengawas pemilu;  

c) Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu 

mengenai pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya; 

 d) Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas 

pemilu; Dalam memutakhirkan data, Panwaslu bekerja dibantu 

oleh PPL dengan 

Cara mengkroscek nama-nama yang telah tercantum di dalam DPT, 

apabila terdapat nama ganda pada DPT maka Panwaslu berhak memberikan 

rekomendasi kepada KPU agar mencoret nama warga yang masuk dalam 

DPT ganda tersebut, dan apabila terdapat warga yang namanya tidak terdaftar 

di dalam DPT, maka Panwaslu berhak memberikan rekomendasi kepada KPU 

untuk menambahkan warga tersebut ke dalam DPTTb. Dalam mengawasi 

pelaksanaan kampanye, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL jika memang 

dibutuhkan. Apabila terdapat jadwal-jadwal kampanye terbuka Partai Politik, 

maka Panwaslu berkewajiban memantau, memeriksa dan memonitoring 

jalannya proses kampanye tersebut agar sesuai dengan kode etik kampanye 

yang tidak boleh mengandung unsur SARA. Dalam mengawasi pelaksanaan 

pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu, Panwaslu bekerja dibantu 

oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu beserta PPL bekerja 
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secara kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan dan 

penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran 

yang dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu 

langsung terjun ke tempat kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut 

untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam pelanggaran administratif, tindak 

pidana maupun sengketa pemilu.  

Dalam mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 

(dua) tahap, yaitu pada tahap PPS (tingkat Kelurahan) dan tahap PPK (tingkat 

Kecamatan). Pada tingkat Kelurahan, yang mengawasi adalah PPL, 

sedangkan Panwascam hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, 

Panwascam yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa 

rekapitulasi tersebut cara mengkroscek nama-nama yang telah tercantum di 

dalam DPT, apabila terdapat nama ganda pada DPT maka Panwaslu berhak 

memberikan rekomendasi kepada KPU agar mencoret nama warga yang 

masuk dalam DPT ganda tersebut, dan apabila terdapat warga yang namanya 

tidak terdaftar di dalam DPT, maka Panwaslu berhak memberikan 

rekomendasi kepada KPU untuk menambahkan warga tersebut ke dalam 

DPTTb. Dalam mengawasi pelaksanaan kampanye, Panwaslu bekerja dibantu 

oleh PPL jika memang dibutuhkan. Apabila terdapat jadwal-jadwal 

kampanye terbuka Partai Politik, maka Panwaslu berkewajiban memantau, 

memeriksa dan memonitoring jalannya proses kampanye tersebut agar sesuai 

dengan kode etik kampanye yang tidak boleh mengandung unsur SARA. 
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Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil 

pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. 

Panwaslu beserta PPL bekerja secara kolektif memantau dan memonitoring 

proses pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi 

indikasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh saksi maupun dari 

masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat kejadian untuk 

memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam 

pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu. Dalam 

mengawasi proses rekapitulasi suara, Panwaslu bekerja pada 2 (dua) tahap, 

yaitu pada tahap PPS (tingkat Kelurahan) dan tahap PPK (tingkat 

Kecamatan). Pada tingkat Kelurahan, yang mengawasi adalah PPL, 

sedangkan Panwascam hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, 

Panwascam yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa 

rekapitulasi tersebu (Sentosa, 2019) 

Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan 

rakyat. Hal ini sebagaimana jelas tersurat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 di alinea keempat. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 UU RI No. 7 Tahun 

2017, Pemilu merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui 

Pemilu dimungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan, pergantian pejabat 

yang akan mewakili kepentingan rakyat, dan terlaksananya hak-hak asasi 

warga negara serta kedaulatan rakyat. Untuk menjamin Pemilu yang 

mencerminkan kedaulatan rakyat dibutuhkan pengaturan. Pasal 22E ayat (1) 
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UUD 1945 menyebutkan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Luber dan 

Jurdil merupakan asas dalam penyelenggaraan Pemilu. Asas72 Kusnardi, 

Moh. dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. 

Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 1983. 61 asas tersebut, berdasarkan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 

tentang Pemilu, harus dapat direpresentasikan dalam pengaturan dan 

pelaksanaan Pemilu supaya Pemilu sebagai sarana mengejawantahkan 

kedaulatan rakyat bisa terlaksana. 

Secara umum tugas Panwas sebagaimana yang diamanatkan undang-

undang, yaitu: 

1)    Mengawasi setiap tahapan pemilu 

2)    Menerima pengaduan/laporan pelanggaran  

3)    Menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran  

2. Konsep pencegahan Dalam pengawasan 

Pemillihan Umum pada dasarnya merupakan sarana kedaulatan 

rakyat, oleh sebab itu,   dapat   dipastikan   bahwa   semua   negara   demokratis   

di   dunia   ini   turut menyelenggarakan   Pemilu.   Pemilu   dilaksanakan   

sebagai   instrumen   untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan 

berjalan demokratis. Pemilihan umum  menjadi  instrumen  penting  pada  

setiap  negara  demokrasi  yang  menganut sistem  perwakilan,  pemilu  

berfungsi  sebagai  alat  untuk  menyaring  para  politikus yang hendak 
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mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. 

(Adriyani, 2021) 

Peran pengawasan aktif dari negara sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pemilu ini,  guna  mengantisipasi  berbagai  hal  diluar kehendak  

yang  mungkin  saja  terjadi dalam  pelaksanaan  Pemilu,  terutama  

kemungkinan  munculnya    pontensi potensi pelanggaran Pemilu atau disebut 

juga potensi permasalahan hukum Pemilu. Karena alasan  tersebut,  maka  

negara membentuk  satuan  kerja  guna  mengawasi  Pemilu, sebuah  badan  

yang disebut BawasluRepublik  Indonesia,  yang  juga  bersifat nasional. 

Seperti halnya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS 

sampai kepada  pengawas Pemilu di luar negeri yang juga masih dalam 

koordinasi Bawaslu  RI. Dalam   perkembangan    hukum   di    Indonesia,  

masalah    dalam hukum   pemilu    termasuk  ke  dalam  permasalah    hukum    

yang    kompleks, utamanya    dalam    masa   Pemilu Undang-Undang Pemilu 

Nomor    7   Tahun   2017 (Undang-Undang Pemilu) setidaknya  diakui  enam  

jenis  masalah  hukum pemilu,  yaitu  pelanggaran    kode    etik    

penyelenggara    pemilu,    pelanggaran   administrasi    pemilu, sengketa 

pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya. (Yuhandra, 2023) 

Terbentang   tantangan   historis   bagi   Bawaslu   untuk   membuktikan   

peran   dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi 

kemajuan bangsa, yang  dimulai  pada  saat  ini  hingga  masa  yang  akan  

datang. Melihat  pada  tugas Bawaslu    sebagaimana    diatur    dalam Undang-
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Undang Pemilu mengatur pelaksanaan  tugas Bawaslu dengan 

mengedepankan  dan  mengupayakan  sistem pencegahan (preventif) dalam  

pengawasan  Pemilu  dinilai  efektif  untuk  menekan adanya   bentuk   

pelanggaran.   Pentingnya   fungsi   pencegahan   dan   penindakan Bawaslu  

agar  berjalan  beriringan,  dikarenakan  hal  ini  sangat  mempengaruhi 

terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat 

luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum (Represifdimana 

merupakan suatu hal  yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu  yang 

demokratis, tetapi juga terkait penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa 

proses maupun sengketa hasil Pemilu yang merupakan bagian dari penegakan 

hukum pemilu. (Jalaluddin, 2021) 

3. Konsep Penindakan Dalam Pengawasan  

Pengawasan pemilu baru muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 

1982, namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum 

(Panwaslak Pemilu). Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk 

pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin 

kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 

tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan 

Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan 

agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016). 

Pasca reformasi di Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari 

demokrasi yang merupakan sarana dalam mengagregasi aspirasi yang ada di 
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masyarakat dan memilih/suksesi pejabat politik secara konstitusional. 

Dengan memandang pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk 

memilih pejabat politik, maka diperlukan pengawasan untuk memastikan 

jalanya pemilu secara jujur dan adil. Pilkada langsung yang merupakan 

hidupnya demokrasi lokal juga merupakan tahapan dalam proses 

desentralisasi. Pemilihan langsung juga telah membuka lebar untuk 

memelihara demokrasi lokal (Priyambudi, 2009). 

Pengalaman empiris beberapa periode pemilu di Indonesia yang 

melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, 

menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi 

masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu 

meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Partisipasi ini 

diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak 

pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-

terstruktur, dan masif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih 

turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan data pemilih 

sementara/tetap dan juga memonitoring situasi/proses pemilu. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu serta untuk 

kepentingan mempersempit ruang gerak pelanggaran dan meminimalisir 

kecurangan-kecurangan pelaksanaan pemilu, Bawaslu membentuk agen 

pengawasan yang melibatkan pemilih pemula sebagai agen atau relawan 

pelaksana kegiatan pengawasan terutama di dalam tahapan awal yang krusial 



22 

 

(DPS/DPT) baik untuk persiapan pileg dan pilpres 2019. Signifikansinya, 

bahwa proses pengawasan partisipatiif ini sangat besar yaitu secara kuantitas 

agen berada di setiap Kecamatan ada 50 orang agen, dengan jumlah 7 

Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Maka agen pengawasan berjumlah 

350 orang. Terobosan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu 

yang bersih, jujur, sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas.   

Sebagai suatu negara, Indonesia merupakan laboratorium raksasa 

yang sedang berevolusi. Sejak berdirinya Republik ini, Indonesia memilih 

untuk menerapkan sistem demokrasi. Dengan menerapkan sistem demokrasi, 

para pemimpin pasca kemerdekaan tidak pelak lagi harus memikirkan 

dilaksanakannya pemilu (pemilihan umum) sebagai sistem untuk mengatur 

peralihan kekuasaan. Setelah mengalami banyak kisruh politik, baru pada 

tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia bisa diselenggarakan. Dinamika 

perpolitikan tanah air menjadi semakain memanas pasca Presiden Soeharto 

dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 mei 1998. (Firmanzah, 2010). 

4. Fungsi Tugas Panwascam 

Adapun tugas Panwascam secarah umum tugas Panwascam sangat krusial  

dalam menjaga kelancaran, kejujuran, dan keadilan dalam proses pemilu di tingkat 

kecamatan. Peran mereka memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai 

dengan aturan dan prinsip yang berlaku, sehingga hasil pemilu dapat dipercaya oleh 

masyaraka 

 Adapun beberapa tugas dan fungsi Panwascam sebagai berikut;. 

a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan 
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terhadap pelanggaran Pemilu 

b) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamata 

c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan 

Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di 

wilayah kecamatan. 

d) Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan. 

e) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, serta menyerahkan arsip tersebut 

kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja nya. 

f) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kecamatan. 

g) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan 

h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

C. Kerangka Pikir 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam Peran Panwascam 

Dalam Pemilu 2024 tidak menutup timbulnya dampak, baik itu dampak positif 

maupun negatif dalam berbagai aspek, khususnya dalam pelayanan publik. Maka 

dari itu kerangka fikir dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Fokus Penelitian dan Deskriptif 

Penelitian ini berfokus untuk mengambarkan peran panwascam dalam 

pemilu 2024 Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dengan mengunakan 

indikator pencegahan dan pengawasan 

E. Definisi Fokus Penelitian 

Berdasarkan kerangka fikir dan fokus penelitian, maka dikemukakan 

deskripsi fokus penelitian, yaitu: 

1. Peran panwascam dalam pemilu  

Peran panwascam dalam pemilu tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng, 

kabupaten Bone adalah panitia pengawas pemilu kecamatan, selanjutnya 

disingkat panwaslu kabupaten/kota yang bertugas mengawasi 

penyelengaraan pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain.  

Badan pengawas pemilu memiliki peran penting untuk menjaga agar 

Peran Panwascam Dalam 

Pemilu  

Penindakan 

Tercapainya Peran Panwascam 

Dalam Pemilu  

Pencegahan 
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pemilu di laksanakan sesuai asa pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2. Pencegahan  

Pencegahan peran panwascam dalam pemilu 2024 di kecamatan 

Patimpeng, Kabupaten Bone, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran pemilu sebelum pelanggaran tersebut terjadi. 

Pencegahan merupakan salah satu fungsi pengawasan pemilu yang 

memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Pencegahan 

merupakan upaya yang penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga 

integritas pemilu. Dengan upaya pencegahan yang tepat, panwascam pemilu 

2024 Kecamatan patimpeng, kabupaten Bone dapat mengurangi terjadinya 

pelanggaran pemilu dan menciptakan pemilu yang jujur, adil dan 

berintegritas. 

3. Penindakan 

Penindakan peran Panwascam dalam Pemilu 2024 di Kecamatan 

Patimpeng, Kabupaten Bone, adalah merujuk pada tindakan atau langkah-

langkah yang diambil untuk menegakkan aturan, hukum, atau kebijakan yang 

ada. Ini bisa melibatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, penegakan 

kepatuhan terhadap standar atau prosedur tertentu, atau pelaksanaan tindakan 

korektif untuk mengatasi masalah atau pelanggaran. Penindakan dapat 

berlangsung dalam berbagai konteks, termasuk hukum, administrasi, 

keamanan, atau aturan internal suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah 
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untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban serta mencegah terjadinya 

pelanggaran lebih lanjut. Dalam konteks Panwascam, penindakan bisa 

merujuk pada tindakan yang diambil untuk menegakkan ketentuan-ketentuan 

terkait dengan proses pemilihan umum di tingkat kecamatan, seperti 

menanggapi pelanggaran pemilu atau mengatasi masalah dalam pelaksanaan 

pemilihan umum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. 

Alasan memilih lokasi penelitian ini, karena Kecamatan Patimpeng akan 

melaksanakan pemilihan umum di tahun 2024 sehingga saya tertarik melakukan 

penelitian untuk mengatahui kinerja panwascam di Kecamatan Patimpeng dan 

memudahkan saya untuk mendapatkan data dan informasi yang saya butuhkan 

dalam penelitian ini nantinya. Adapun waktu yang diperlukan dalam pelaksanan 

penelitian ini sampai proses penyelesaiyannya adalah kurang  lebih 2 bulan. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk 

mengumpulkan suatu fakta dan realita yang didalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan mengenterpretasikan kondisi- 

kondisi yang sekarang terjadiatau ada. Sedangkan jenis penelitian yang 

digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang berupa kata atau kalimat. 

C. Informasi Penelitian 

Informan penelitian ini akan di wawancarai untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 di Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 Informan 

No Nama Inisial Jabatan 

1. Nasto, S.Ip N Ketua Panwascam 

2 Andi  Anshari A Sekertari Panwascam 

3. Andi Akbar A Tim Sukses 

4. Petta Jafa P Warga 

5. Marhaban M Warga 

Sumber: Hasil olah peneliti 

D. Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data 

yang berbentuk kata dan kalimat, akan tetapi cukup mengambarkan suatu 

kejadian atau peristiwa-peristiwa terhadap terjadinya suatu masalah yang diteliti, 

serta dapat dijadikan sebagai penjelasan dan keterangan adanya Peran 

Panwascam Dalam Pemilu 2024. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, 

penulisan sebuah karya ilmiah tidak lepas dari sumber-sumber data yang 

diperlukan dalam kelengkapan suatu karya ilmiah. Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan 

sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung 

pernyataan informa. Hal ini sebagai mana dinyatakan lofland bahwa sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun tehnik-tehnik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah. 
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1. Wawanacara yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengadakan pertemuan 

langsung dengan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat yang 

terhubung dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, berupa undang- undang 

dan peraturan daerah yang terkait peran Panwacam dalam pemilu di 

kecamatan 

3. Observasi (pemantauan) yaitu mengamati aktifitas-aktifitas, kejadian, dan 

interaksi kehidupan masyarakat dengan cara melihat dan berbaur dengan 

warga sehingga dapat memastikan apa yang warga lakukan. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Pengurangan Data 

Pengurangan data ialah langkah untuk merangkum dan mengekstraksi 

inti data, fokus pada informasi yang relevan, serta mengidentifikasi tema dan 

pola yang muncul. 

2. Penyajian Data 

Setalah proses reduksi data, langkah berikutnya ialah menyajikan 

data. Tujuan dari penyajian data yakni mengorganisir informasi sehingga 

dapat diatur dalam hubungan yang jelas dan mudah dimengerti. Penyajian 

tersebut dapat melalui uraian naratif.. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Melibatkan penarikan kesimpulan dari temuan penelitian. 

Kesimpulan dapat disampaikan secara deskriptif berdasarkan hasil analisis 

yang telah dilakukan selama penelitian. 

G. Teknik Pengasahan Data 

    Terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi yang dimanfaatkan ialah: 

1. Triangulasi Sumber 

 Peneliti mengecek guna mengkaji kebenaran dari data yang di 

peroleh serta melihat berbagai sumber yang relevan terkait yang akan diteliti. 

2. Triangulasi Teknik 

Peneliti mengecek kebenaran data-data yang akan diperoleh 

wawancara yang kemudian dibuktikan dengan observasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Peneliti melakukan pengecekan dalam berbagai situasi dan waktu, 

dengan melihat kondisi informan sehingga dapat diperoleh informasi yang 

valid. 
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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi penelitian 

1. Deskripsi Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. 

 Panwascam Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Panwascam (Panitia 

Pengawas Kecamatan) adalah sebutan lembaga atau kepanitiaan yang dibentuk 

khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. 

Landasan Yuridis yang melahirkan Panwascam adalah UU No. 22 Tahun 2007 

tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 

atau yang di sebut (BAWASLU RI). Awalnya Panwascam bernama Panwaslak 

Pemilu yang dibentuk tahun 1982, hal ini dilatar belakangi banyaknya 

pelanggaran yang terjadi Pemilu di pada tahun 1971 dan makin masif pada 

Pemilu tahun 1977. Maka dari itu di buatlah perubahan Panwaslak menjadi 

Panwascam baik dari segi struktur maupun fungsi dan mekanisme kinerja yang 

baru dimulai pada Pemilu tahun 1999, menjelang Pemilu pada tahun 2004 

dengan UU No. 12/2003. Panwascam di setiap tingkatan Pemerintah dibentuk 

mulai dari Pusat sampai ke Kelurahan atau Desa. Sejarah perjalananya 

Panwascam dari waktu ke waktu terus berlanjut untuk mengintrodusir sistem 

pengawasan yang handal dan akuntabel, dengan demikian Bawaslu RI yang 

berkedudukan di Jakarta telah terbentuk menjelang Pemilu tahun 2009, 

sementara Bawaslu di setiap Provinsi dibentuk menjelang Pemilu tahun 2024 

yang bersifat permanen. 
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 Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone berlokasi di Desa 

Patimpeng, Dusun latobang. Sedangkan di Kecamatan Patimpeng itu terdiri dari 

10 Desa, sedangkan letaknya Sekretariat Panwascam itu berada di Desa 

Patimpeng Dan juga tempatnya sangat strategis karna berlokasi di ibu kota 

kacamatan patimpeng. Di antara 10 Desa yang ada di kecamatan patimpeng yang 

paling strategis itu berada di Desa patimpeng atau dusun latobang. Adapun di 

dalam strukturnya, Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone terdiri 

dari beberapa devisi didalamnya dan semuanya sudah memilik tupoksinya 

masing-masing. Adapun di kantor Panwascam memiliki sebuah mushollah yang 

dimana setiap jam sholat para staf menghentikan semua aktifitasnya untuk 

melaksanakan sholat secara berjamaah, kantor panwascam ini juga tidak jauh 

dari Sekolah TK,SD, Dan SMP. Dan juga tidak jauh dari Polsek Patimpeng, 

Puskesmas Patimpeng dan juga Pasar tradisional Kecamatan Patimpeng. 

2. Visi Misi Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. 

Visi: 

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya” 

Misi: 

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta 

kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif; 

2. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa 

proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana; 

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi; 
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4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja 

pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, 

efektif, transparan dan aksesibel; 

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur 

Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui 

penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi 

informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih 

 

3. Stuktur Organisasi Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone 

 Dalam menjalankan tugas pokoknya, Panwascam Kecamatan patimpeng, 

kabupaten Bone Membentuk struktur Organisasi yakni: 

1. Ketua Panwascam  

 Tugas ketua Panwascam yaitu meliputi kordinasi, pengorganisasian, 

dan pengawasan terhadap pelaksana pemilihan umum di tingkat 

kecamatan. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaporan hasil 

pengawasan ke panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) tingkat kabupaten 

atau kota. 

2. Sekretaris  

 Sekertaris Panwascam bertanggung jawab untuk 

mendokumentasikan semua kegiatan panwascam, serta membantu ketua 

dalam mengkordinasikan tugas-tugas panitia. Mereka juga dapat 

bertindak sebagai penghubung antara Panwascam dengan istansi terkait 
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lainya.. 

3. Kordiv. SDM, oraganisasi, pendidikan, pelatihan dan data informasi 

 SDM (Sumber Daya Manusia): mengelola tim anggota panwascam, 

mengoordi nasikan tugas-tugas mereka, serta mereka memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang di perlukan untuk melaksanakan 

tugas pengawas dengan baik. 

 Organisasi: menyusun dan mengelola struktur organisasi 

Panwascam memastikan setiap anggota memahami peran dan tanggung 

jawab mereka, menjaga kekompakan tim 

 Pelatihan: menyelenggarakan platihan reguler atau kahusus bagi 

anggota panwascam untuk meninkatkan krterampilan mereka dalam 

melakukan pengawasan pemilu. 

 Data Dan Informasi: Mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola 

data terkait pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan, serta menyediakan 

informasi yang di perlukan bagi panwascam dan pihak terkait lainya 

untuk mengambil keputusan. 

4. Kordiv hukum, pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan 

Masyarakat  

 Pencegahan: Memastikan kegiatan pemilihan umum di kecamatan 

berlangsung sesuai dengan hukum dan praturan yang berlaku. Mereka 

harus mengindetifikasi  potensi pelanggaran hukum dan mengambil 

tindakan pencegahan untuk mencegahnya. 
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 Partisipasi Masyarakat: Menggalang partisipasi masyarakat dalam 

proses pemilihan umum, termasuk memberikan informasi tentang hak-

hak pemilih, prosedur pemungutan suara, dan pentingnya partisipasi 

dalam demokrasi. 

  Hubungan Masyarakat: Membangun hubungan baik dengan 

masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan pihak terkait lainya 

untuk memastikan pengawasan pemilu di lakukan secarah transpran dan 

akuntabel. Hal ini juga meliputi menjawab pertanyaan atau kekwatiran 

masyarakat terkait proses pemilu. 

 Penangan Kasus Hukum: Mengkoordinasikan penanganan kasus-

kasus pelanggaran hukum terkait pemilihan umum di tingkat kecamatan, 

termasuk menyelediki laporan pelanggaran dan bekerja sama dengan 

pihak berwenang untuk menindak lanjuti secarah hukum. 

5. Kordiv. Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa 

 Koordinator penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

panwascam memiliki tanggung jawab untuk mengkordinasikan tindakan 

terhadap pelanggaran pemilihan umum dan menangani sengketa yang 

timbul selama proses pemilihan. Tugasnya mencangkup memantau 

pelanggaran yang di laporkan, melakukan penyelidikan, mengordinasikan 

dengan instansi terkait seperti kepolisian atau kejaksaan jika di perlukan 

sersta berperan di dalam mediasi dan penyelesaian senketa antara pihak-

pihak yang terlibat. Tujuan utamanya adalah memastiakan keadilan dan 
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keberlangsungan proses pemilihan umum 

6. Koordinator Sekretariat  

 Membantu Badan dan mengoordinasikan kegiatan, memberikan 

pelayanan teknis dan administrasi penyususnan pelaporan, umum, 

kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan badan.  

7. Devisi SDM, Organisasi dan datim 

  Devisi SDM (Sumber Daya Manusia) bertanggung jawab untuk    

mengelola personel dan orgnisasi di tingkay kecamatan. Tugasnya 

meliputi pengelolaan data personalia, pembinaan kinerja anggota 

panwascam, mengatur jadwal dan tugas, serta pengelolaan administrasi 

terkait dengan kehadiran dan penggajian. Mereka juga dapat terlibat 

dalam pengadaan dan pengembangan pelatihan untuk meningkatkan 

keterampilan anggota panwascam dalam melaksanakan tugas mereka. 

8. Divisi Hukum, Pecegahan, mengawasi Masyarakat dan humas 

Masyarakat 

 Devisi hukum memiliki beberapa tugas utama. Pertama mereka 

bertanggung jawab untuk memberikan penafsiran hukum terkait dengan 

proses pemilihan umum dan peraturan terkait. Kedua, mereka terlibat di 

dalam pencegahan pelangaran pemilihan dengan memberikan 

pemahaman hukum kepada masyarakat dan peserta pemilihan. Ketiga, 

mereka mengawasi masyarakat untuk mendeteksi adanya pelanggaran 

atau potensi pelangaaran pemilihan, serta memberikan informasi kepada 
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panwascam tetang hal tersebut. Keempat mereka juga berperan sebagai 

humas masyarakat, memberikan informasi kepada masyrakat tentang 

proses pemilihan, hak-hak mereka, dan tindakan yang dapat mereka ambil 

jika terjadi pelanggaran 

9. Staf Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa 

 Meliputi pemantauan kegiatan politik, indetifikasi pelanggaran, 

investigasi, serta memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa 

atau pelanggaran yang terjadi. Mereka juga bertanggung jawab untuk 

memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

10. Staf Divisi Keuangan   

 Bertugas untuk mengelolah anggaran, mamastikan keuangan yang 

tepat dan teransaparan, melakukan pelaporan keungan, serta memantau 

pengeluaran dan penerimaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

11. Staf Pendukung 

 Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional dalam 

melaksanakan tugas, sekretariat Panwascam menyelenggarakan fungsi 

pemberian dukungan administratif kepada Panwaslu Kecamatan 
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Gambar 4.1 Sturktur Organisasi Panwascam Kecamatan Patimpeng,  

Kabupaten Bone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Panwascam Kecamatan patimpeng, Kabupaten Bone. 

 

 Oleh karena itu, struktur organisasi di atas dirancang dengan harapan dapat 

mengembangkan kerjasama dan rasa tanggung jawab di antara semua anggota, dengan 

landasan pada kepentingan yang seragam, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh kantor. 

Panwascam dan permungkiman Kabupaten Bone memiliki jumlah pegawai 

sekitar 20 jiwa, yang dimana terdapat 13 laki-laki dan 17 perempuan. 
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Tabel 4.2 jumlah Pegawai Panwascam Kecamatan Patimpeng, 

 Kabupaten Bone. 

 

Nama lingkungan 

Jumlah Pegawai  

Total 
L P 

Panwascam Kecamatan 

Patimpeng, Kabupaten Bone. 

 

2 

 

1 

 

 

   20 

Staf Sekretariat Panswacam 

Kecamatan Patimpeng, 

Kabupaten bone. 

 

11 

 

6 

 

 Sumber: Sekretariat Panwascam Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, 2024 

 Dari tabel tersebut terlihat bahwa total pegawai panwascam Kecamatan 

Patimpeng, Kabupaten Bone mencapai 20 jiwa. Jumlah Laki-laki lebih besar 

dibandingkan dengan pegawai perempuan.  

B. Hasil Penelitian  

 Untuk mengetahui lebih jelas Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 Di 

Kecamatan Patimpeng Kab. Bone berikut ini peneleliti akan mempaparkan hasil 

wawancara dengan informan Panwascam, Tim Sukses, Warga. 

 Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini agar dapat melihat peran 

Panwascam dalam pemilu 2024 dengan menggunakan indikator-indikator yang 

meliputi: pencegahan dan penindakan. 

1. Pencegahan  

Pencegahan peran panwascam dalam pemilu 2024 di kecamatan 

Patimpeng, Kabupaten Bone, adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran pemilu sebelum pelanggaran tersebut terjadi. 
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Pencegahan merupakan salah satu fungsi pengawasan pemilu yang 

memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Pencegahan 

merupakan upaya yang penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga 

integritas pemilu. Dengan upaya pencegahan yang tepat, panwascam pemilu 

2024 Kecamatan patimpeng, kabupaten Bone dapat mengurangi terjadinya 

pelanggaran pemilu dan menciptakan pemilu yang jujur, adil dan 

berintegritas. 

Tabel 4.2 Nama Perogram Pencegahan Panwascam Kecamatan 

Patimpeng Kabupaten Bone 

 

No Nama Perogram Lokasi Penanggung Jawab 

1 

Larangan dan 

pelanggaran 

kampanye 

Kecamatan 

Patimpeng, 

Kabupaten Bone 

-Ketua Panwascam 

-Sekretariat 

Panwascam 

2 

Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pengawasan pemilu 

Dusun 

Galunglampe 

-Ketua Panwascam  

-Sekretariat 

Panwascam 

-Tim Sukses 

-Warga 

Sumber: Panwascam Kec. Patimpeng 

Untuk mengetahui lebih jelas Peran Panwascan Dalam Pemilu 2024 

Di Kecamata Patimpeng Kab. Bone. Adapun hasil wawancara dengan AT 

selaku ketua Panwascam mengatakan: 

“Setiap gerakan setiap calon saya selalu memantau 
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pergerakannya untuk mencegah beberapa pelanggaran yang tidak di 

inginkan terjadi, karna kita ketahui ada beberapa calon selalu saja 

menyalahgunakan aturan yang berlaku dan juga melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam 

pemilu,  prosedur pemilihan, serta hak dan kewajiban dan juga itu 

saya selalu memastikan agar daftar pemilih tetap (DPT) bersih dari 

ganda atau pemilih tidsak memenuhi syarat” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil 

kesimpulan kalau ketua Panwascam selalu mengawasi atau mencegah hal-hal 

yang tidak di inginkan terjadi agar semuanya bisa berjalan dengan sesuai 

aturan Pemilihan yang berlaku. 

“Hasil wawancara dengan AS Selaku Sekretariat 

Panwascam Menyatakan bahwa mencegah atau memperhatikan 

secarah rincih tentang langkah-langkah yang di ambil untuk 

memastikan kebersihan dan keakuratan daftar pemilih tetap, 

termasuk proses pemeriksaan dan verifikasi data pemilih. Dan perlu 

juga di ketahui kalau panwascam itu selalu membahas strategi untuk 

mencegah pelanggaran pemulu, adapun langkah-langkah untuk 

meningkatkan partisipasi pemilih upaya untuk mengurangi 

intimidasi atau kekerasan selam pemilu, dan inisiatif untuk 

memastikan transparasi dan kejujuran dlam proses pemilihan” 

 

Bedasarkan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil 

kesimpulan sekretatariat itu selalu memperhatikan sistem adminstrasi pemilih 

agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku karna dialah 

yang lebih paham menganai aturan yang ada di kecamatan. 

“Hasil wawancara dengan SF selaku Tim Sukses calon 

legaslatif  komitmen yang kuat terhadap etika dan integritas dalam 

melaksakan tugas dan juga saya selalu menolak terlibat di dalam 

kecurangan atau menipulatif karna memahami betul dengan baik 

aturan dan prosedur pemilu, termasuk hukum dan regulasi terkait 

yang berlaku, sehingga saya dapat mengindentifikasi potensi 

pelanggaran dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dan 

juga harus bekerja secarah sinergis dengan anggota tim lainya. Dan 
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juga fokuspada strategi kampanye, mobolisasi pemilih, dan stratwegi 

politik lainya dan kami juga sebagai tim sukses berpuya mencegah 

pelanggaran pemilu” 

 

Hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa 

tim sukses patuh dengan aturan dan juga selalu mewaspadai yang namanya 

kecurangan di dalam pemilihan maka dari itu mencegah kejadian-kejadian 

yang tidak di inginkan agar semua bisa berjalan dengan baik. 

 “Hasil wawancara dengan WM selaku warga di Kecamatan 

Patimpeng. Selaku warga bukan berarti tidak paham mengenai tata 

aturan yang di keluarkan oleh bawaslu malahan sangat paham dengan 

aturan-aturan yang berlaku, maka dari itu saya sebagai warga harus 

mencegah adanya kecurangan di dalam pemilu. karena sebuah 

pemilihan melalui kecuragan irulah yang menjadi pemenang, 

berbicara tentang Paswascam mungkin  tidak terlalu paham apa itu 

panwascam karna yang ada hanyalah bawaslu daerah atau PKK 

mendengar adanya Panwacam dan juga sebagian besar masyarakat 

mungkin merasa pemilu cukup trasnpran dan adil, namun ada 

kekwahtiran tentang nertalitas beberapa petugas” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil 

kesimpulan yaitu sebagian warga yang tidak paham mengenai kinerja 

Panwascam, tetapi bukan berarti dia tidak paham mengenai apa yang perlu di 

cegah sebelum terjadi yang namanya kecurangan di dalam pemilu. 

“Selanjutnya hasil wawancara dengan AG selaku warga di 

Kecamatan Patimpeng. Apa yang harus dicegah di dalam Pemilu 

tentunya tentang kecurangan karna yang kita ketahui bahwa di dalam 

sistem pemilihan pasti ada sebuah kecurangan tapi bentahlah 

kecurangan dari penghitungan suara ataukah dalam sistem pemilihan 

maka dari itu saya selaku warga saya harus mencegah itu yang 

namanya kecurangan. Saya juga sangat sepakat dengan adanya 

Panwascam karena lebih fokus untuk mencegah segala aspek yang 

namanya kecurangan tetapi bukan berarti adanya Panwascam kita ini 

sebagai warga tidak di perbolehkan ikut andil di dalam mencegah 
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sebuah kecurangan dan juga sebagaian masyarakat menilai koinerja 

pasnwascam cukup baik, meskipun masi ada yang perlu peningkatan, 

terutana di daerah yang sulit di jangkau” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil 

kesimpulan warga harus ikut serta dalam mencegah sebuah pelanggaran yang 

terjadi di dalam pemilu agar Pemilu bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku. 

2. Penindakan 

Penindakan merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang 

diambil untuk menegakkan aturan, hukum, atau kebijakan yang ada. Ini bisa 

melibatkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran, penegakan kepatuhan 

terhadap standar atau prosedur tertentu, atau pelaksanaan tindakan korektif 

untuk mengatasi masalah atau pelanggaran. Penindakan dapat berlangsung 

dalam berbagai konteks, termasuk hukum, administrasi, keamanan, atau 

aturan internal suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan 

kepatuhan dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. 

Dalam konteks Panwascam, penindakan bisa merujuk pada tindakan yang 

diambil untuk menegakkan ketentuan-ketentuan terkait dengan proses 

pemilihan umum di tingkat kecamatan, seperti menanggapi pelanggaran 

pemilu atau mengatasi masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum.. 
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Tabel 4.2 Penindakan Kasus oleh Panwascam Kecamatan Patimpeng, 

Kabupaten Bone  

No Kasus Yang Terlibat Penyelesaian Masalah 

1 Pelanggaran 

Administrasi 

-Panwascam 

- Kepolisian 

 

-Melakukan rekrutmen 

panwascam Patimpeng 

-Melakukan verivikasi 

faktual keanggotaan 

politik yang mengikuti 

pemilihan  

-Melakukan verivikasi 

administrasi perbaikan 

teknis 

Sumber: Panwascam Kec. Patimpeng 

Untuk mengetahu lebih jelas Peran Panwascan Dalam Pemilu 2024 

Di Kecamata Patimpeng Kab. Bone.  

“Adapun hasil wawancara dengan AT selaku ketua 

Panwascam mengatakan selaku Panwascam mengumpulkan data 

pelanggaran pemilu  berbagai sumber, termasuk laporan dari 

masyarakat, pengamat pemilu, dan pemantauan langsung oleh 

petugas panwascam di lapangan. Dan juga panwascam menangani 

laporan pelanggaran pemilu dengan serius, melakuakn penyelidikan 

mendalam untuk mengumpulkan bukti yang kuat, dan mengambil 

langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang telah di 

tetapkan. Sedangkan kami juga ini melakukan kerja yang baik 

dengan Bawaslu dan Kepolisian dalam menangani pelanggaran 

pemilu, dengan saling berbagi informasi dan kordinasi untuk 

memastikan penanganan yang efektif” 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil 

kesimpulan Panwascam sangat teliti dalam mengambil sebuah tindakan bagi 

yang belanggar aturan Pemilu. 

“Hasil wawancara dengan AS Selaku Sekretariat 

Panwascam selalu menindak lanjuti dan meliputi terhadap kepatuhan 

jadwal kampanye, tidak adanya laporan dari pancasam, pengunaan 

dan kampanye sesuai ketentuan, dari kepatuhan terhadap batasan-

batasan kampanye yang diatur oleh KPU dan juga tantangan terbesar 

meliputi pemahan yang berfariasi diatanra angota tim Panwascam 

tentang peraturan pemilu tekanan dari pihat tertentu untuk 

melakukan pelanggaran, dan dinamika situasi kampanye yang cepat 

berubah” 

 

Berdsarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa selalu menindak lanjuti yang tidak sesuai dengan 

prosedur. 

“Hasil wawancara dengan SF selaku tim sukses yaitu kami 

memiliki indikator utama yang dipantau secara teratur, seperti jumlah 

dalam partisifasi dalam acara kampanye, respont terhadap kampanye 

dimedia sosial, dan survei pendapat yang dilakukan secara perkala. 

Meilihat secara perubahan dalam polling dan pemilih yang belum 

pasti untuk menyusaikan starategi kami” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas makan penulis dapat 

menyimpulkan bahwa tim sukses selalu turung lapangan untuk survei apa-apa 

yang sering dilakukan oleh tim lain.  

“Hasil wawancara dengan WM selaku warga yaitu indikator 

penindakan yang penting adalah kelembagaan negara independen 

yang bisa memastikan inteqgritas proses pemilu, serta trasparansi dan 

akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran. Karna sekarang 

banyak sekali pelanggaran di dalam pemilu tapi tindakanya tidak 

terlihat padahal kita ini sebagai masyarakat juga butuh kepastian 

mengenai tindakan di lakukan pleh petugas agar ada efek jerah bagi 

yang melanggar aturan yang di tetapkan” 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganbil 

kesimpulan bawha warga selalu memnindak lanjuti dan memastikan pemilu 

berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku. 

“Hasil wawancara dengan AG selaku warga yaitu tantangan 

utamanya adalah kecukupan sumber daya manusia dan keuangan 

untuk melakukan penindakan secara efektif. Selain itu, juga 

diperlukan kerjasama yang baik atara lembaga penegak hukum dam 

penyelengara pemilu untuk memastikan penindakan yang adil dan 

trasparan, agar kita bisa sama-sama menindak lanjuti bagi yang 

melanggar aturan” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menganbil 

kesimpulan bawha warga selalu memerlukan kerjasama yang baik agar bisa 

memastikan yang ditindak lanjuti dapat adil dan trasparan. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

  Pembahasan dari hasil penelitian mengenai peran panwascam dalam 

pemilu tahun 2024 di Kecamatan patimpeng, Kabupaten Bone. Yang meliputi 

sebagai berikut: 

1. Peran Panwascam dalam pemilu tahun 2024  

Panwascam disetiap Kota/Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Pengawas 

Pemilu Lapangan (PPL) disetiap Kelurahan/Desa bersifat adhoc. Secara umum tugas 

Panwascam sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu: 

1. Mengawasi setiap tahapan pemilu 

2. Menerima pengaduan/laporan pelanggaran 

3. Menindak lanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran 

yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang 
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untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu (Sumber: Bawaslu RI). 

Kedudukan Panwascam sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 

15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh 

tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwascam Kabupaten/Kota. 

Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment Panwascam diatur dalam pasal 85.  

Pada pasal 79 dan 80 khusus pengaturan mengenai tugas dan wewenang 

panwaslu Kecamatan, dan untuk kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu 

Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 

15/2011 dan PP No.49/2008. Disudut lainnya para konstituen (Pemilih) masih asyik 

dengan iming-iming ini dan itu, oleh karena itu Panwascam di tuntut agar tetap 

mampu menjaga citra yang baik sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. 

Berbagai upaya yang di lakukan Panwascam dalam rangka mengawasi 

penyelenggaran pe5sta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat 

pentinganya Pemilu adil dan jujur. 

Harapan kita tentu tidak hanya sekedar mereka yang terlibat langsung dengan 

pesta demokrasi yaitu para Politisi dan konstituen, tetapi para penyelenggara Pemilu 

serta elemen-elemen lainnya diluar sistem penyelenggara Pemilu Pemerintah baik 

lembaga-lembaga studi demokrasi seperti lembaga survei Pemilu dan lainnya, agar 

bisa saling bahu membahu agar semuanya bisa berjalan sesuai apa yang kita 

harapkan, proaktif memberi assist penyelenggaraan/pengawasan untuk pemilu yang 

lebih bermartabat, berkualitas dan dapat menghasilkan kader-kader terbaik anak 

bangsa ini yang pada gilirannya cita-cita para pendiri bangsa ini sebagaimana 
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tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 secara bertahap dapat terejawantahkan. 

Di kecamatan Patimpeng pengawasan yang di lakukan Panwascam terhadap 

penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2024 masih belum baik, karna 

adanya hal yang terlihat dengan masih adanya beberapa pelanggaran disaat 

kampanye, disaat pemasangan alat peraga kampanye dan sampai pada proses 

pemungutan dan penghitungan suara. Selain masalah itu dan masih ada beberapa 

pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, sedangkan masalah lainya adalah 

kurang berkompetennya beberapa anggota Panwascam, dalam hal ini tidak 

memahami tugas dan wewenang dari masing-masing anggota Panwascam seperti 

yang diatur dalam pasal 79 dan 80 UU No. 15 Tahun 2011 dan masih kurangnya 

personel PPL di Kecamatan Patimpeng sehingga saat melakukan pengawasan di 

lapangan tidak maksimal atau tidak sesuai apa yang kita harapkan. 

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

bagaimana peran Panwascam dalam Pemilu legislatif tahun 2024 di kecamatan 

Patimpeng? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Panwascam 

terhadap penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 di kecamatan Patimpeng, dan juga 

untuk mengetahui faktor-faktor appa saja yang dapat mempengaruhi terkendalanya 

peran Panwascam dalam Pemilu di tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng, Kabupaten 

Bone 

2. Faktor-faktor penghambat kinerja panwascam 

Ada beberapa faktor yang bisa menghambat kinerja panwascam (Panitia 
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pengawas kecamatan) meliputi: 

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mrlakukan 

pengawasan secarah efektif. 

2. Kurangnya jumlah personel dan keahlian yang di perlukan untuk 

melaksanakan tugas pengawasan dengan baik. 

3. Intervensi politik atau tekanan dari pihak tertewntu yang dapat mempengaruhi 

independesi panwascam 

4. Kurangnya pemhaman atau kesadaran masyarakat tentang perang dan 

pentingnya Panwascam dalam peroses pemilihan umum. 

5. Kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

6. Kondisi sosial dan politik di daerah yang dapat mempersulit pelaksanaan 

tugas Panwascam. 

peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, 

maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap 

digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dengan situasi yang dihadapi, 

artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, faktor 

yang menentukan peranan yang akan dilakukan dan ditentukan oleh:  

1. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma 

keseragaman pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama. 

2. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma 

keseragaman pada kelompok/masyarakat dalam situasi yang sama. 

3. Apabila individu di hadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang di kenalnya, 
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maka ia berusaha untuk mengadakan kompromi dan modifikasi norma-norma. 

Artinya, peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, 

di samping itu juga ditentukan dengan adanya norma-norma yang sama untuk dapat 

mengatur masyarakat yang sama, dan norma-norma yang dipatuhi oleh masyarakat 

tersebut serta jika norma-norma itu lebih dari satu, maka satu norma-norma yang dipatuhi 

dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan dari norma-norma yang 

lain Terkait dengan pengawasan pemilu yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penelitian ini maka UU No. 15/2011 pada Pasal 1 Angka 23 menyebutkan arti 

“pengawasan pemilu” sebagai “kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai 

proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan”. Secara lebih 

rinci. 

3. Kendala-Kendala yang Didahapi Panwaslu Kecamatan Patimpeng dalam 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenangnya 

 Kendala-kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Patimpeng 

dalam pemilu 2024 adalah: 

1. Keterbatsan Sumber Daya: Terbatasnya dana, personal, dan sarana merupakan 

kendala umum yang sering di hadapapi oleh Panwascam dalam menjalangkan 

tugas pengasanpemilu 

2. Keterlibatan Politik: Tekanan dari pihak-pihak politik atau kepentingan tertentu 

bisa mengganggu independesi Panwascam dalam menjalankan tugasnya dengan 

adil dan transparan. 

3. Keterbatasan Pengetahuan dan Kapasitas:  anggota panwascam mungkin tidak 
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memiliki pengetahuan yang memadai atau kapasitas untuk melakukan tugas 

pengawas dengan efektiv, terutama dalam hal pemahaman terhadap aturan dan 

prosedur prmilu. 

4. Ancaman Kekerasan atau Intimidasi: panwascam dan anggotanya dapat 

menghadapianacaman atau intimidasidari pihak-pihak yang tidak puas dengan 

proses pemilu atau hasilnya. 

5. Kesulitan Akses: Terutama di daerah terpencil atau yang susah di akses, 

Panwascam mungkin mengalami kesulitan akses ke lokasi pemungutan suara atau 

sumber daya lainya yang di perlukan untuk melaksanakan tugasnya. 

6. Ketidakpatuhan: Terkadang, partisipan dalam proses pemilu tidak mematuhan 

praturan atau petunjuk yang di berikan oleh panwascam, menyebabkan kesulitan 

dalam menjalankan tugas pengawasan dengan efektif. 

7. Perubahan Kebijakan: Perubahan aturan atau kebijakan terkait pemilu dapat 

menimbulkan kebingunan atau kesulitan bagi panwascam dalam memahami dan 

menerapkan dengan tepat. 

Penangan kendala-kendala ini memerlukan kerja sama antara Panwascam, dan 

pihak terkait lainya untuk memastiakn bahwa pemilu berlangsun secarah adil, transparan, 

dan aman. 

Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil 

pemilu, Panwaslu bekerja dibantu oleh PPL yang ada pada setiap Kelurahan. Panwaslu 

beserta PPL bekerja secara kolektif memantau dan memonitoring proses pemungutan dan 

penghitungan suara hasil pemilu. Apabila terjadi indikasi dugaan pelanggaran yang 
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dilaporkan oleh saksi maupun dari masyarakat, maka Panwaslu langsung terjun ke tempat 

kejadian untuk memeriksa pelanggaran tersebut untuk kemudian diklasifikasikan ke 

dalam pelanggaran administratif, tindak pidana maupun sengketa pemilu. 

sedangkan Panwascam hanya memonitoring, dan pada tingkat Kecamatan, 

Panwascam yang bertugas memantau, memonitoring dan memastikan bahwa rekapitulasi 

tersebut bejalan dengan aman dan tertib tanpa ada gangguan serta manipulasi data. 

Kendala yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Patimpeng dalam pemilu  

2024 adalah: 

1. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk melaksanakan tugas 

pengawasan dengan efektif. 

2. Terbatasnya waktu pelaporan pelanggaran/kasus kepada petugas pengawas 

pemilu. 

3. Masih minimnya penguasaan materi para pengawas pemilu mengenai  

4. Pedoman dan peraturan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.  

5. Masih kurangnya dana operasional untuk petugas pengawas pemilu. 

6. Tantangan dalam memastikan partisipasi aktiv dan keterlibatan masyarakat  

dalam proses pemilu. 

7. Potensi tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak yang tertarik dari hail pemilu. 

8. Keterbatasan teknis dalam menggunakan teknologi untuk memfasilitasi 

pengawasanm, terugtama di daerah yang memiliki aksebilitas rendah terhadap 

infrastruktur teknologi. 

9. Kurangnya pelatihan dan pemhaman yang memadai tentang tugas dan tanggung 
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jawab Panwascam dalam proses pemilu. 

10. Jumlah personil petugas pengawasan yang masih kurang.   

Terkait peran, tugas, dan wewenang serta keberadaan masing-masing lembaga 

dalam menyelenggarakan proses pemilu dan wilayah kerja sudah sangat jelas tertera di 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut, akan 

tetapi masih saja terjadi konflik selama proses penyelenggaran pemilu. Contohnya 

seprerti Partai politik peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpendapat 

bahwa kinerja Panwaslu hanya meminta data dan hanya mengawasi kinerja Komisi 

Pemilihan Umum di Kabupaten Bone saja selama penyelenggaraan pemilu 2024 di 

Kecamatan Patimpeng. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Peran Panwascan 

Dalam Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone Penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran panwascam dalam pemilu tahun 2024 belum berjalan dengan baik 

Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. 

2. Panwaslu meminta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran 

yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk 

menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu 

diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan 

laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak 

permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat memberikan 

saran yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan panwaslu agar memperhatikan kualifikasi yang jelas terhadap anggota 

panwaslu seperti dari pendidikan, umur serta pengalaman sehingga dapat bekerja 

lebih baik saat di lapangan. 

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah sebaiknya memberikan sosialisasi 
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atau penyuluhan khusus bagi para anggota panwacam agar dapat selalu 

bersikap netral dan tidak memihak partai politik manapun agar pengawasan 

dapat berjalan lancer tanpa intervensi dari pihak manapun. 

3. Untuk masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan panwaslu untuk saling 

mengawasi penyelenggaraan pemilu dan melaporkan penyimpangan yang terjadi 

4. Penulis berharap kepada para pembaca untuk bersedia memberikan masukan serta 

tanggapan mengenai penelitian ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PERAN PANWASCAM DALAM PEMILU 2024 DI KECAMATAN 

PATIMPENG KABUPATEN BONE 

 

berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk semua informan yang telah peneliti susun 

dalam rangka mencari data dan informasi yang mendalam terhadap permasalahan peneliti 

yang akan ditelit. 

No Pertanyaan Informan 

1. Apakah peran panwascam dalam pemilu 

tahun 2024 di Kecamatan Patimpeng, 

Kabupaten Bone 

 

2. apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi terkendalanya peran 

panwascam dalam pemilu tahun 2024 di 

Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. 

 

3. Apa saja Kendala-Kendala yang 

Didahapi Panwaslu Kecamatan Sario 

dalam Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenangnya 
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Lampiran: Surat Pengantar Penelitian 
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Lampiran: Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran: Surat Izin Penelitian  
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Lampiran: Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran: Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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Lampiran: Hasil Bebas Plagiat Perpustakaan Unismuh Makassar 
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Lampiran: Lokasi Tempat Penelitian 

 
   

Sekretariat Panwascam Kec. Patimpeng, Kab. Bone 
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Profil Sekretariat Panwascam Kec. Patimpeng, Kab. Bone 
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Struktur Organisasi Panwascam Kec. Patimpeng, Kab. Bone 
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Lampiran: Wawancara Bersama Informan 

 

 

 
 

Gambar 1. Wawancara bersama Sekretariat Panwascam 
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Gambar 2.Wawancara bersama Ketua Panwascam 
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Gambar 3. Wawancara bersama Tim Sukses 
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Gambar 4. Wawancara bersama Warga 1 
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Gambar 5. Wawancara bersama Warga 2 
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